
 

 

 

 

 

BUPATI SRAGEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN BUPATI SRAGEN 

     NOMOR   60    TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 KABUPATEN SRAGEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang : a. bahwa karena perkembangan kondisi, maka Peraturan 

Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen perlu 

diubah dan disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sragen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

SALINAN 



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN. 

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 6 

 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan 

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan di daerah; 

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala 

desa setempat; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga  

yang berkedudukan di luar wilayah administrasi 

pemerintah daerah untuk menunjang 

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. 

(2) Persyaratan khusus penerima hibah bidang 

Peternakan dan Perikanan: 

a. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) 

orang tiap kelompok, dengan komposisi 

keanggotaan 60% anggota pernah mempunyai 

pengalaman beternak dan 40% anggota terdaftar 

dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 

b. bersedia dan sanggup menyediakan kandang 

komunal dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) 

ekor untuk ternak sapi dan 25 (dua puluh lima) 

ekor untuk ternak kambing/domba per lokasi; 



c. bersedia dan setuju ternak (sapi, kambing, 

domba) bantuan hibah, dipelihara oleh kelompok 

minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; 

d. bantuan hibah diberikan sejumlah anggota 

kelompok atau kelipatannya; 

e. memiliki sumber daya air yang memadai untuk 

kegiatan budidaya ikan; 

f. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan 

secara berkelanjutan; dan 

g. penerima hibah bidang peternakan dan 

perikanan adalah kelompoktani/kelompok 

peternakan/kelompok perikanan yang telah 

terdaftar dalam Keputusan Bupati. 

(3) Persyaratan khusus penerima hibah bidang 

Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Gabungan 

Kelompoktani/Kelompoktani/Asosiasi Komoditas 

Pertanian/Kelompok Usaha Bersama Pertanian yang 

aktif dan sudah terdaftar dalam Keputusan Bupati. 

(4) Persyaratan khusus penerima hibah bidang 

kesejahteraan rakyat untuk pembangunan dan 

pengadaan sarana prasarana keagamaan dan/atau 

sarana pendidikan harus mempunyai tanah dengan 

status milik lembaga/tanah wakaf. 

 

  2. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

Pasal 27 

 
(1) Pemberian  bantuan   sosial sebagaimana   

dimaksud  dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi 

kriteria paling sedikit: 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya 

diberikan kepada calon penerima yang ditujukan 

untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki 

identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan sudah terdaftar dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau memenuhi 

persyaratan khusus sesuai dengan jenis bantuan 

sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 



(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak 

wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun 

anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan 

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan 

setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari risiko sosial. 

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan 

pemberian bantuan sosial meliputi: 

a. rehabilitasi sosial; 

b. perlindungansosial; 

c. pemberdayaan sosial; 

d. jaminan sosial; 

e. penanggulangan kemiskinan; dan 

f. penanggulangan bencana. 

 
  3. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) 

dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 43 

 
(1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang 

menyimpang dari peruntukan yang telah disetujui 

dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dikenai sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan 

pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial 

kepada Bupati melalui SKPD terkait dikenai sanksi 

berupa tidak dapat diberikan hibah atau bantuan 

sosial.  

(2a) Penerima yang terlambat melaksanakan dan/atau 

melaporkan pertanggungjawaban hibah dan 

bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait 

dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah 

atau bantuan sosial 1 (satu) periode selanjutnya. 

 

(3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial 

mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana 

yang lain, wajib mengembalikan dana hibah yang 

diterimanya ke Pemerintah Daerah. 

   

 



Pasal II 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 
 

 

Ditetapkan di Sragen 

 pada tanggal 7 Desember 2021 

BUPATI SRAGEN, 

ttd 

 

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 7 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

  

 ttd 

 

             TATAG PRABAWANTO B. 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 N0M0R 60 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN SRAGEN 

 Kepala Bagian Hukum                   

                                            
 PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si 

Pembina  
NIP. 19700822 199803 1007 
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